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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Disebut 

sebagai negara agraris karena negara ini beriklim tropis yang mempunyai wilayah 

yang sangat luas serta mempunyai tekstur tanah yang sangat subur. Hampir 

seluruh jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Pemberian luar biasa dari Yang 

Mahakuasa tersebut menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk 

mengembangkan serta menjaganya karena setiap hak yang didapat berarti siap 

untuk memikul segala kewajiban. Negara agraris ini memanfaatkan sektor 

pertanian sebagai pendobrak perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari jumlah 

tenaga kerja pada sektor pertanian yang cukup besar. Pada tahun 2018 saja, 

dinyatakan ada tiga lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja terbanyak, yakni 

pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase 30,46% atau sebanyak 

38,70 juta orang.1  

 

 

 
1 Shintaloka Pradita, BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 2018 Sebanyak 127,07 Juta, 

diakses dari : https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D, 

pada tanggal 5 September 2019 pukul 17.25 WIB.  

https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D
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Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Bekerja Pada Triwulan I/2018 Oleh Badan Pusat 

Statistik. 

(Tabel diadaptasi dari Shintaloka Pradita, BPS: Jumlah Penduduk Bekerja Triwulan I 

2018 Sebanyak 127,07 Juta yang diakses dari : 

https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D

dalam bentuk paragraf) 

Sektor Lapangan Kerja Jumlah Tenaga Kerja Presentase 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 

38,70 juta orang 30,46% 

Perdagangan 23,55 juta orang 18,53% 

Industri 17,92 juta orang 14,11% 

 

Indonesia sebagai negara agraris diharapkan menghasilkan pangan dalam 

jumlah besar, minimal cukup untuk persedian pangan pokok rakyat. Pangan pokok 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan 

utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. 2 

Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan mengelompokkan komoditas pangan 

 
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 

15, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 5360. 

https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D
https://tirto.id/bps-jumlah-penduduk-bekerja-triwulan-i-2018-sebanyak-12707-juta-cJ5D
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penting dalam dua kelompok yaitu pangan hewani dan nabati. Pangan hewani 

terdiri dari lima komoditi, yaitu ikan, daging ayam, daging sapi dan kerbau, telur 

dan susu. Sedangkan, pangan nabati terdiri dari 10 komoditi, yaitu beras, beras, ubi 

kayu, ubi jalar, jagung, sayuran, buah-buahan, kacang tanah, kedelai, minyak 

goreng serta gula putih.3 Beras menduduki peringkat pertama jumlah konsumen 

terbanyak. Maka dari itu padi menjadi tolak ukur ketersediaan pangan di Indonesia 

serta sering dijadikan komoditas politik dan menguasai hajat hidup rakyat.4 

Pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Awalnya sistem 

pertanian di Indonesia dilakukan dengan ladang berpindah. Masyarakat menanam 

tanaman apa saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 

Seiring berjalannya waktu, ditemukanlah sistem persawahan dan perkebunan. 

Masyarakat meninggalkan cara hidup ladang berpindah dan mulai hidup menetap 

di suatu tempat. Sejarah pertanian juga tak lepas dari zaman penjajahan Belanda. 

Sejak VOC menguasai Batavia, kebijakan pertanian beralih fungsi untuk 

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi VOC. Seiring berjalannya waktu, 

pemerintah mengambil kebijakan bahwa pembangunan sektor pertanian untuk 

 
3  Dwi wahyuniarti, Pengelompokkan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode 

Analytical Hierarchy Process, diakses dari 

https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/19/-1426739674.pdf, pada tanggal 5 September 2019 

pukul 21.41. 
4  Duta Carisma Danna, Hartuti Purnaweni, dan Mochamad Mustam, “Implementasi 

Ketersediaan Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan di Kabupaten Batang”, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 2. 

https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/03/19/-1426739674.pdf
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melindungi sektor agribisnis yaitu pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang 

berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi.5  

Peran petani sangat besar dalam pengembangan usaha sektor pertanian. 

Pemerintah juga ikut andil dalam penguasaan sumber daya alam, khususnya 

sektor pertanian sebagaimana yang termakhtub dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang berisi: 6 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

  Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945, terdapat beberapa unsur yang 

menjadi dasar penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam, yaitu:7 

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara, terutama cabang-cabang produksi 

yang menguasai hidup orang banyak; 

2. Cabang-cabang produksi dilaksanakan oleh semua, untuk semua, di bawah 

pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat; 

3. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk 

kemakmuran individu. 

 
5  Edi Kusmiadi, Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian, diakses dari 

http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf, pada tanggal 6 September 2019 pukul 14.44. 
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3). 
7 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan Indonesia: Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat, 

Gramata Publishing, Jakarta, 2014, hlm. 7. 

http://repository.ut.ac.id/4425/1/LUHT4219-M1.pdf
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Selain itu, terdapat undang-undang lain yang juga memberikan pengertian 

mengenai penguasaan oleh negara seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA tertulis 

“Hak Menguasai Negara” sebagai penafsiran dari penguasaan oleh negara. Dalam 

Pasal 2 UUPA, hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk:8 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

Dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, wewenang yang berasal dari hak menguasai 

dari negara tersebut dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat 

dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.9 

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa: 10  

 
8 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, hlm. 10. 
9 Ibid 
10  Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, Pasal 13 ayat (1), Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran Negara No. 

2043. 
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“Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur 

sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara 

Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri 

sendiri maupun keluarganya”. 

Pemerintah memiliki kuasa terhadap sumber daya alam namun harus 

dipergunakan demi kepentingan rakyat. Dalam pemenuhan kepentingan rakyat, 

banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melakukan 

pengawasan di sektor pertanian serta mendorong petani untuk melakukan inovasi 

terhadap tanaman budidaya, terutama padi, mengingat daya saing produksi padi 

baik di ranah nasional maupun internasional cukup tinggi. Upaya-upaya tersebut 

bukan tanpa alasan, karena pemerintah bertujuan untuk mencapai swasembada 

pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.11  

 ` Dukungan dari pemerintah tersebut mendorong petani untuk berlomba-lomba 

berinovasi pada sektor pertanian. Ada yang menggunakan peralatan modern untuk 

mengolah tanah pertanian, berkreasi membuat pupuk berkualitas tinggi serta 

pembuatan benih varietas unggul. Diantara inovasi-inovasi tersebut, yang sering 

menjadi menjadi sorotan publik adalah pembuatan benih varietas unggul 

khususnya benih padi mengingat padi bakal menjadi nasi yang merupakan 

 
11  Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Esensi Kebijakan Pangan Era Amran: 

Menyayangi Petani, diakses dari https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219, 

pada tanggal 6 September 2019 pukul 15.01. 

https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3219


 

 

7 

makanan pokok rakyat Indonesia dan sering menjadi tolak ukur ketersediaan 

pangan di Indonesia. Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya tanaman 

khususnya di bidang pertanian adalah benih. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab 

benih sebagai bahan tanaman dan sebagai pembawa potensi genetik terutama 

untuk varietas-varietas unggul baru.12  Banyak sekali manfaat varietas unggul 

dalam sektor pertanian, diantaranya kualitas padi lebih tinggi dan sesuai dengan 

selera konsumen, tanaman mempunyai ketahanan tinggi terhadap gangguan hama 

dan penyakit, cepat beradaptasi dengan lingkungan sehingga memperkecil 

penggunaan pupuk dan pestisida dan pertumbuhan tanaman menjadi seragam 

sehingga panen menjadi serempak pula.13  

 Begitu banyaknya manfaat dari benih varietas unggul sehingga petani sangat 

bergairah untuk memproduksi benih varietas unggul inovasinya. Memproduksi 

benih tidak dilakukan sembarangan, ada aturan mainnya. Menurut Pasal 66 ayat 

(5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan diatur secara tegas bahwa: 14 

“Setiap orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak 

 
12  AMR, Teknik Produksi Benih Padi, diakses dari 

http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknik

produksi-benih-padi, pada tanggal 6 September 2019 pukul 15.10. 
13  Fauziah Ali, Pengembangan Benih dan Varietas Unggul Padi Sawah, diakses dari 

https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-padi-sawah.html, pada 

tanggal 6 September 2019 pukul 15.20. 
14 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan, Pasal 66 ayat (5). 

http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknikproduksi-benih-padi
http://sulsel.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/panduan-petunjuk-teknis-leaflet/107-teknikproduksi-benih-padi
https://docplayer.info/72858305-Pengembangan-benih-dan-varietas-unggul-padi-sawah.html


 

 

8 

memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)”. 

Sedangkan dalam Pasal 66 ayat (2) menyatakan bahwa:15 

“Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana 

Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi”. 

  Walaupun dalam Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan 

sudah sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi 

masih banyak pihak yang mengedarkan benih tanpa melalui tahap sertifikasi dan 

label. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan banyak 

ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi.16 Padahal 

secara tegas dalam undang-undang bahwa pengedar benih tanpa sertifikasi dapat 

dipidana. Pada tahun 2010 ditemukan sekitar 12 petani dikriminalisasikan akibat 

melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian 

Berkelanjutan ini memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Satu 

pihak mengatakan bahwa pengedaran benih melalui sertifikasi dan harus diberi 

label penting sekali demi pembangunan di bidang pertanian. Benih merupakan 

sumber teknologi utama terkait peningkatan produktivitas sektor pertanian. 

 
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan, Pasal 66 ayat (2). 
16  Sudjindro, “Permasalahan dalam Implementasi Sistem Perbenihan”, Buletin Tanaman 

Tembakau, Serat & Minyak Industri 1(2), 2009, hlm.2. 
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Peredaran benih tanpa pelepasan beresiko merugikan petani dan tidak menutup 

kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih yang tidak 

tersertifikasi juga rentan terjadi pemalsuan yang tentu saja merugikan pelaku 

usaha dan ekonomi suatu wilayah.17 Jika tidak terkendali, dampaknya luar biasa 

bagi masalah pangan di Indonesia. Sedangkan pihak lainnya mengatakan bahwa 

dengan adanya kriminalisasi pengedar benih padi non-sertifikasi dan label 

menghambat inovasi petani kecil. Sosialisasi kepada petani kecil di daerah 

pedalaman juga sangat kurang sehingga kebanyakan petani tidak mengetahui 

prosedur dalam mensertifikasi dan melabelkan benih padi inovasinya.  

Sehubungan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang 

tersebut serta untuk mengetahui lebih nyata dan mendalam mengenai 

permasalahan yang dialami petani maupun pelaku usaha sektor pertanian tersebut, 

maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan 

judul “Kebijakan Hukum Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi dan 

Label”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

 
17 EH Ismail, Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih Untuk Kepentingan Petani, diakses dari 

https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petan

i, pada tanggal 6 September 2019 pukul 16.44. 

https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani
https://republika.co.id/berita/pve5ws453/kementan-tegaskan-sertifikasi-benih-untuk-kepentingan-petani
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1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengedaran 

 benih padi non-sertifikasi dan label menurut Undang-Undang Nomor 22 

 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengedar benih padi 

 non-sertifikasi dan label di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 

 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai pengedaran 

benih padi non-sertifikasi dan label. 

2. Untuk mengetahui urgensi penegakan hukum pidana terhadap pengedaran 

benih padi non-sertifikasi dan label. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat menjadi 
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masukan untuk para penegak hukum dalam menangani kebijakan hukum 

pidana  pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian kasus kebijakan 

hukum pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label sehingga dapat 

memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian 

kasus tindak pidana pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label. Serta 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi 

pihak-pihak yang ingin melakukan inovasi terhadap benih padi agar 

melakukan sertifikasi dan pemberian label pada benihnya sebelum diedarkan 

sehingga terhindar dari pemidanaan. 

 

E. Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada 

bidang hukum pidana. Penelitian ini hanya membahas kebijakan hukum pidana 

pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label, baik dari kebijakan hukum pidana 

di Indonesia mengenai pengedaran benih padi non-sertifikasi dan label dan urgensi 

penegakan hukum pidana terhadap pengedaran benih padi non-sertifikasi dan 

label. 

 

F. Kerangka Teori 
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Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.18 

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang 

berhubungan dengan kebijakan hukum pidana pengedaran benih padi 

non-sertifikasi dan label. 

 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang 

rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. 19  Pengertian 

kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, 

”criminal policy is the rational organization of the social reaction to 

crime”.20 Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels 

adalah:  

1. Criminal policy is the science of responses;  

2. Criminal policy is the science of crime prevention;  

3. Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime; 

4. Criminal policy is a rational total of the response of crime. 

 

 
18 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, 

hlm.110. 
19 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 
20 G. Peter Hoefnagels dalam Badra Nawawi Arief, Ibid., hlm 2. 
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2. Teori Penegakan Hukum 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.21 Penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.22  

 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut 

sebagai ‟toerekenbaarheid”, “criminal responbility” dan “criminal liability”. 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), 

yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan 

yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan 

asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.23 Pertanggungjawaban 

pidana berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kesalahan dan pidana. 

 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2014, hlm. 5. 
22 Ibid. 

23 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001, hlm. 22. 
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Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana merupakan kemampuan 

bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana mengandung asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf 

zonder schuld). Walaupun asas tersebut tidak dirumuskan dalam 

undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Maka jelaslah bahwa kesalahan 

dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan.24 Asas “tiada pidana 

tanpa kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat 

dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” dan 

“tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.25  

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup 

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan 

pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) 

baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan 

mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan 

pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut 

dipersalahkan kepadanya.26 

 
24 Adami Hamzah, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 

150. 
25  Chairul Huda, Dari “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” menjadi “Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 

Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 72. 
26  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2001, hlm. 22. 
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Pertanggungjawaban pidana memiliki arti penting bahwa setiap orang 

yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana 

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut 

mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan 

kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.27 

Kesalahan memiliki dua macam, yaitu kesengajaan (dolus) dan kurang 

berhati-hati (culpa).28 Kesengajaan memiliki tiga unsur, antara lain:29 

1. Perbuatan tersebut harus dilarang 

2. Akibat 

3. Perbuatan tersebut melawan hukum 

Kesengajaan memiliki tiga macam bentuk, yaitu:30 

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (opzet als 

oogmerk) atau dolus directus 

 
27 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina 

Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 40. 
28  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm. 64. 
29 Ibid, hlm 65. 
30 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Unila, 2009, hlm 101-102. 
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Dalam kesengajaan ini, si pelaku benar-benar menghendaki untuk 

mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman 

hukuman. Maka dari itu si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.  

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) 

Dalam kesengajaan ini, si pelaku berbuat sesuatu tidak bertujuan untuk 

mencapai akibat, namun si pelaku sadar bahwa akibat pasti akan 

mengikuti perbuatan itu. 

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet atau 

doluseventualis) 

Kesengajaan yang hanya dibayangkan akibatnya, kemudian akibatnya 

memang benar-benar terjadi. 

 Sedangkan, culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum memiliki arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana tetapi tidak seberat seperti kesengajaan 

(dolus). Si pelaku kurang berhati-hati dalam berbuat sesuatu sehingga 

terjadilah akibat yang tidak disengaja.31 Bentuk-bentuk culpa antara lain:32 

1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) 

Si pelaku telah menduga akan timbul suatu akibat dari perbuatannya, 

namun usaha pencegahan dari si pelaku sia-sia dan akibat tersebut muncul 

juga. 

 
31  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hlm. 71. 
32 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 290. 
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2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) 

Si pelaku tidak menduga timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. 

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan 

adanya tiga unsur pokok, yaitu: 

1. Unsur perbuatan 

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbutan orang ini adalah titik 

penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.33 

2. Unsur orang atau pelaku 

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka 

hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak 

pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat 

dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada 

suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman. 

 

 

 

3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.34 

 

 
33 Sudarto, Hukum Pidana, Fak.Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 63. 

34 Soedarto, Op Cit., hlm. 8. 
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4. Teori Pidana dan Pemidanaan 

Menurut KUHP dan di luar KUHP, jenis pidana sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 10 memiliki dua jenis, yaitu:35 

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari: 

1. Pidana mati; 

2. Pidana penjara; 

3. Pidana kurungan; 

4. Pidana denda; 

5. Pidana tutupan (dalam UU Nomor 20 Tahun 1946). 

b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari: 

1. Pencabutan hak-hak tertentu; 

2. Perampasan barang-barang tertentu; 

3. Pengumuman putusan hakim. 

Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap 

pemberian sanksi dalam hukum pidana.36 Menurut Sudarto37, pemberian 

pidana in abstracto yaitu menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang 

menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan, pemberian pidana in 

concreto menyangkut berbagai badan yang keseluruhannya mendukung dan 

melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. 

 
35 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 

97. 
36 Ibid, hlm. 77. 

37 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.41. 
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Teori Pemidanaan memiliki tiga teori utama, antara lain:38 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 

Dalam teori pembalasan pidana tidaklah bertujuan untuk yang 

praktis layaknya memperbaiki penjahat, melainkan kejahatan itu 

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. 

Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Pidana 

merupakan tuntutan mutlak, maka dari itu menjadi keharusan untuk 

dijatuhkan. Dalam teori ini, pidana merupakan pembalasan. 

2. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien) 

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan 

tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya 

kejahatan. Sementara itu, prevensi dibedakan menjadi dua, yaitu 

prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar setiap 

orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus merupakan: 

1. Pidana harus memiliki unsur menakut-nakuti agar mencegah 

penjahat yang memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan 

kejahatan. 

2. Pidana harus memiliki unsur memperbaiki pelaku tindak pidana 

3. Pidana memiliki unsur membinasakan pelaku tindak pidana yang 

tidak mungkin diperbaiki. 

3. Teori gabungan (verenigingstheorien) 

 
38 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 30. 
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Dalam teori ini, ada yang menitikberatkan pada unsur 

pembalasan, pertahanan tata tertib masyarakat, maupun yang 

memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib 

masyarakat. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untu mempelajari 

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali 

itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.39 

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan 

hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif 

yaitu penelitian yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

 
39 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 

37. 
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norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data 

tersier.40 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian 

hukum adalah: 

 

 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan 

menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu 

hukum yang sedang dihadapi.41 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, 

fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

 
40 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hlm. 117. 
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 95. 
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ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap 

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi 

pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu 

hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide 

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, 

maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.42 

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian 

diperoleh. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data 

sekunder, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.43 

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya 

Pertanian Berkelanjutan dan Perundang-undangan lain yang terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : (a) 

 
42 Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, hlm. 95. 
43 Zainuddin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46. 
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buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukukm, (b) 

kamus -kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, (d) komentar-komentar 

atas putusan hakim.44 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya 

adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumultif, da;n seterusnya.45 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data-data dengan 

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga 

pendapat para tokoh atau para ilmuan. 

 

5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan 

 
44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 32. 
45 Ibid, hlm. 12. 
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Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data 

sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan 

sistematis.46 Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah Kebijakan 

Hukum Pidana Pengedaran Benih Padi Non-Sertifikasi dan Label. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan cara metode berpikir deduktif yaitu cara 

berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang 

bersifat umum atau kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir 

pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih 

khusus.47

 
46 Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 68. 
47 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajawaliPers, Jakarta, 2007, hlm. 9. 
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